Masih Banyak Ruang Belajar Rusak di Banjarmasin

Sumber gambar:
https://amnesia.id/hardiknas-2023-masih-banyak-ruang-belajar-rusak-di-banjarmasin/

Pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) saat Selasa (2/5/2023), ada
beberapa hal yang menjadi perhatian Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina.

Dia menilai masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi guna meningkatkan
kualitas pendidikan di kota berjuluk Seribu Sungai ini.

Data Dinas Pendidikan Banjarmasin, masih ada 1.258 rombongan belajar (kelas)
yang masih dalam tahap rehabilitasi.

"Target untuk memperbaiki fisik sekolah memang harus dituntaskan, terkait ruang
belajar, ruang kelas. Mudah-mudahan juga bisa dibantu dari APBN dalam bentuk Dana
Alokasi Khusus atau memang itu harus didukung Pemerintah Kota melalui APBD,"
ucapnya.

Karena, ujar dia, bagaimanapun juga, tidak boleh ada ruang kelas yang tidak
layak, khususnya di Kota Banjarmasin.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan investasi terhadap para guru di
Banjarmasin.

"Karena satu orang guru bisa melahirkan ratusan murid yang cerdas yang berbudi
pekerti yang baik, tidak hanya bagi diri mereka, namun juga bagi generasi selanjutnya,"
urai dia.
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Ditambahkan Kepada Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi, beberapa
pembangunan dan pemeliharaan telah dilakukan di tingkat TK, SD sampai SKB dari 2022
sampai saat ini.

"Pelan-pelan kami perbaiki sarana dan prasarananya,” janjinya.

Meski demikian, dia tidak menampik bahwa masih ada keterbatasan dalam
perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.

"Untuk pembangunan, ada batasan yang harus kita lakukan bersama
menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambah Nuryadi.

Anggaran yang masuk ke Dinas Pendidikan Banjarmasin, kata Nuryadi, terbagi-
bagi tak hanya berkenaan dengan perbaikan sarana dan prasarana, tapi juga pada
pembayaran sertifikasi, dana BOS dan lain-lain.

Sumber berita:

1. https://amnesia.id/hardiknas-2023-masih-banyak-ruang-belajar-rusak-di-
banjarmasin/, 2 Mei 2023.

2. https://kalselpos.com/2023/05/02/hardiknas-2023-perkembangan-sekolah-merdeka-
belajar-di-banjarmasin-makin-tingqgi/, 2 Mei 2023.

3. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/02/hardiknas-2023-wali-kota-
banjarmasin-ibnu-sina-janji-untuk-menuntaskan-perbaikan-ruang-kelas, 2 Mei 2023.

Catatan:
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik
% Pasal 2
Ayat (1)
DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
a. DAK Fisik Reguler;
b. DAK Fisik Penugasan; dan
c. DAK Fisik Afirmasi.
Ayat (2)
DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan dan keluarga berencana;

c. Perumahan dan pemukiman;
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Pertanian;

e. Kelautan dan perikanan;

f. Industri kecil dan menengah;
g. Pariwisata;

h. Jalan;

i. Irigasi;

J. Airminum;
k. Sanitasi;
|. Pasar;
m. Energi skala kecil;
n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
0. Transportasi.
%% Struktur APBD

APBD
! | '
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
v v
| PAD | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Pajak daerah 1. Sisa lebih perhitungan
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai anggaran TA sebelumnya
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga (SILPA)
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah 3. Hasil penjualan kekayaan
daerah vana.sah 5. Bantuan sosial daerah yang dipisahkan
1. Dana Bagi Hasil 6. Belanja bagi hasil 4. Penerimaan pinjaman daerah
2. Dana Alokasi Khusus 7. Bantuan keuangan 5. Penerimaan kembali
3. Dana Alokasi Umum 8. Belanja tidak terduga pemberian pinjaman
LAIN - LAIN PENDAPATAN 6. Penerimaan piutang daerah
DAERAH YANG SAH
TS PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
1. Hibah tidak mengikat BELANJA LANGSUNG
2. Dana darurat dari 1. Pembentukan dana cadangan
pemerinte?h o | 1. Belanja pegawai 2. Penyertaan modal (investasi)
3. DanaT bég' hasil pajak dari 2. Belanja barang dan jasa 3 Pemba)/.aran.d:.:\erah hutang
provinsi ke kab/kota 3. Belanja modal 4. Pemberian pinjaman
4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
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% Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU
Nomor 32 Tahun 2004)

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris 4



